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Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembagaini diatur di Undang-
undang nomor 1 tahun 1974. Faktor K eagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini.,
sehingga bagi yang beragama | slam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam
Kompilass Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali dilanggar
hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam suatu perselisihan perkawinan.
Permasalahan mengenai pembatal an perkawinan seringkali timbul dari suatu perkawinan antara seorang pria
dan wanita yang sebelumnya sudah mempunyai potensi konflik. Potensi konflik tersebut bisa dikarenakan si
suami maupun si istri tidak bisa memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Setelah perkawinan
berlangsung kemudian para pihak membatalkan perkawinan untuk berusaha mengembalikan hubungan
hukum perkawinan menjadi seperti tidak pernah ada. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak
yang terkait, misalnya anak yang telah lahir atau ikatan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan dapat
dilakukan apabila perkawinan tersebut dianggap pernah ada. Dengan metode penelitian kepustakaan dan
wawancara penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Permasal ahannya adalah bagaimana akibat
hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, siapa yang menjadi wall anak yang lahir dalam
perkawinan yang dibatalkan tersebut, dan bagaimana tanggung jawab para orangtua terhadap anak yang
masih dibawah umur tersebut. Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 090/Pdt.G/20051PA.JP
yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., menurut
hemat penulis adalah sudah benar yakni dengan membatalkan perkawinan karenatidak terpenuhinya
beberapa syarat dan rukun perkawinan. Namun pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan nomor 87/Pdt.P/20061 PN.JakSel terdapat kekeliruan yakni menetapkan bahwa si anak tidak ada
hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya.
Karena baik menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 28 maupun Kompilass Hukum Islam pasal 75, pembatalan
perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan.
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